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ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS
ISTRI KEDUA BERDASARKAN HUKUM PERDATA
CLARA ALFIONITA

Pewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata yang
mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Dalam
praktiknya, permasalahan warisan sering kali menimbulkan sengketa, terutama
dalam kasus perkawinan poligami yang tidak diakui dalam sistem hukum perdata.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum istri kedua dalam
memperoleh hak waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) serta menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa
waris dalam perkawinan poligami. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berasal dari sumber hukum primer
berupa KUH Perdata dan putusan pengadilan serta sumber hukum sekunder
berupa buku dan jurnal yang relevan. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat
disimpulkan pembagian waris istri kedua menurut hukum perdata, dalam ikatan
perkawinan yang sah isti kedua mendapatkan % bagian, menurut ketentuan pasal
852a KUHPerdata, bagian warisan istri kedua tidak boleh lebih dri % bagian dari
harta peningalan pewaris, dan istri kedua juga berhak menerima warisan dari
suaminya berdasarkan ketentuan hukum, Dimana istri kedua dan istri-istri
berikutnya berhak mendapatkan warisan sejak perkawinan dilangsungkan,
ahliwaris dapat diakui selama perkawinan poligami dilakukan sesuai degan
undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sudah tercatat di Lembaga pencatat
perkawinan. Namun apabila perkawinan tidak tercatat dilembaga pencatat
perkawinan, maka istri kedua tidak memikili hak sebagai ahli waris.

Kata Kunci: Hak Waris, Istri Kedua, Hukum Perdata, Pewarisan, Poligami.
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ABSTRACT
LEGAL REVIEW OF THE SECOND WIFE'S
INHERITANCE RIGHTS BASED ON CIVIL LAW
CLARAALFIONITA

Inheritance is one of the important aspects in civil law that regulates the
distribution of a person's inheritance to his/her heirs. In practice, inheritance
problems often cause disputes, especially in cases of polygamous marriages that
are not recognized in the civil law system. This study aims to analyze the legal
position of the second wife in obtaining inheritance rights based on the Civil Code
(KUH Perdata) and to analyze court decisions relating to inheritance disputes in
polygamous marriages. The research method used in this study is normative
research with a statutory approach and a case approach. The data used comes
from primary legal sources in the form of the Civil Code and court decisions as
well as secondary legal sources in the form of relevant books and journals. Based
on the results of the discussion, it can be concluded that the division of the second
wife's inheritance according to civil law, in a valid marriage the second wife gets
Y of the share, according to the provisions of Article 852a of the Civil Code, the
second wife's inheritance share may not be more than Y of the testator's
inheritance, and the second wife is also entitled to receive inheritance from her
husband based on legal provisions, Where the second wife and subsequent wives
are entitled to receive inheritance since the marriage took place, heirs can be
recognized as long as the polygamous marriage is carried out in accordance with
Law Number 1 of 1974 and has been registered with the Marriage Registration
Agency. However, if the marriage is not registered with the Marriage Registration
Agency, the second wife does not have the right to be an heir.

Keywords: Inheritance Rights, Second Wife, Civil Law, Inheritance, Polygamy.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah tahap puncak dalam hubungan antar individu.
Kekuatan pernikahan dapat terlihat melalui ikatan lahir dan batin antara pria
dan wanita sebagai pasangan suami istri. Ikatan lahir merupakan hubungan
yang terlihat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sementara ikatan batin
adalah hubungan yang tidak tampak secara fisik dan lebih berfokus pada aspek

psikologis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan
(selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) menyatakan bahwa
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai
suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini juga
menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga
yang bahagia dan kekal. Tanggung jawab dalam mewujudkan keluarga yang
bahagia dan abadi terletak pada suami dan istri. Keluarga merupakan fondasi
utama dalam struktur masyarakat, dan suami/istri memiliki kewajiban untuk

mempertahankan kebahagiaan serta kelanggengan keluarga tersebut.

Terhadap hak waris istri kedua berdasarkan hukum perdata di Indonesia

mencakup analisis mengenai kedudukan hukum istri kedua dalam sistem waris yang



diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan
lainnya. Istri kedua yang sah secara hukum berhak memperoleh hak waris jika
suaminya meninggal, namun status perkawinan yang sah harus diperhatikan,
terutama karena poligami di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan
yang membatasi praktik tersebut. Porsi waris bagi istri kedua dapat berkurang
tergantung pada adanya istri pertama dan harta yang ada, serta penting untuk

membedakan antara harta bersama dan harta pribadi dalam pembagian warisan.

Hukum waris atau hak waris dalam sistem hukum perdata sangat
berbeda dengan sistem waris Islam dan hukum waris adat. Hukum perdata
merupakan hukum yang meliputi semua hukum privat materiil, yaitu hukum
pokok yang mengatur kepentingan perorangan, hak dan kewajiban diantara
anggota masyarakat khususnya wilayah keluarga. Dalam pembagian warisan
menurut hukum perdata yaitu tidak seorang ahli waris pun dapat dipaksa untuk
membiarkan harta warisan tidak terbagi pada pembagian harta warisan dapat
dituntut setiap saat.’

Hukum perdata juga dapat dibedakan dalam arti materiil dan dalam arti
formil. Hukum perdata dalam arti materiil adalah KUHPerdata, dan dalam arti
formil adalah Hukum Acara Perdata. Hukum materiil mengatur tentang hak
dan kewajiban, sedangkan Hukum formil mengatur bagaimana caranya
menjalankan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu.””

Hukum perdata (KUHP) memandang hak mewaris adalah hak
kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528
KUHPerdata). Di sam ping itu, Pasal584 KUHPerdata menyebutkan hak
mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-
cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdata, sehingga

hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata. Berdasarkan kedua
ketentuan ini pembentuk undang-undang menempatkan Hukum Waris dalam

' Suhartati Suhartati and Hasriani Hasriani, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri
Kedua Dari Perkawinan Tanpa 1zin’, Alauddin Law Development Journal, 2.3 (2020), pp. 37488,
doi:10.24252/aldev.v2i3.15690.
? Nuansa Aulia, (2014) Hukum Perdata Dalam Perspektif BW / Djaja S. Meliala.--
ed.rev.-- ban rev.-- Bandung hlm 23.



Buku IT KUHPerdata. BW Belanda yang baru (NBW) memberi tempat yang
khusus untuk Hukum Waris, karena Hukum Waris sebagai hukum harta
kekayaan terdiri dari aturan Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Hukum
Waris ditempatkan dalam Buku 4 NBW. Satu-satunya bidang Hukum Perdata
yang belum tersentuh perkembangan atau perubahan oleh undang-undang
adalah Hukum Waris.?

Menurut hukum perdata Indonesia, hak waris istri kedua dalam
perkawinan poligami diatur oleh ketentuan yang mengakui status hukum istri
kedua yang sah. Istri kedua berhak menerima bagian dari harta warisan setelah
suaminya meninggal, meskipun bagian tersebut bisa lebih kecil jika terdapat istri
pertama dan anak-anak dari pernikahan tersebut. Dalam pembagian warisan,
perlu dibedakan antara harta bersama, yang diperoleh selama perkawinan, dan
harta pribadi, yang dimiliki sebelum menikah. Anak-anak dari istri kedua yang
sah juga memiliki hak waris, sementara anak yang tidak sah mungkin tidak
memperoleh hak tersebut. Selain itu, suami dapat mengatur pembagian warisan
melalui wasiat, yang bisa mempengaruhi hak istri kedua secara signifikan. Oleh

karena itu, hak waris istri kedua mengandung kompleksitas terkait dengan status

perkawinan dan keabsahan anak.

Hak waris istri kedua secara legal terdapat perhitungan pembagian harta
Bersama adalah separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama dan
separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua dan masing-masing
terpisah dan tidak ada percampuran harta. Dalam pasal 190 KHI, yang

berbunyi.* “Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-

* Djaja S. Meliala (2018) Menurut Kitab Undang-undang, ‘Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata’.. — Bandung: Nuansa Auli.

* Muhibbin Dan Abdul Wahid, (2011) Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan
Hukum Positif Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him 3. 3.1.



masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan
suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli
warisnya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Ag/2017 dan Nomor 29
PK/Ag/2019: Dalam kasus ini, istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin
pengadilan mengajukan klaim atas harta warisan suaminya. Mahkamah Agung
memutuskan bahwa istri kedua memiliki legal standing sebagai ahli waris
karena tidak ada gugatan pembatalan perkawinan terhadapnya. Pembagian
harta bersama ditetapkan sebagai berikut: 1/3 untuk istri pertama, 1/3 untuk
istri kedua, dan 1/3 sebagai harta warisan yang kemudian dibagi kepada ahli
waris sesuai ketentuan.

Latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi positif dalam diskusi mengenai hak waris di Indonesia. Melalui
pemahaman yang lebih baik tentang TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
HAK WARIS ISTRI KEDUA BERDASARKAN HUKUM PERDATA.
hak-hak istri kedua diharapkan dapat terwujud keadilan dan penegakan hukum
yang lebih baik dalam sistem hukum yang ada, serta dalam praktik sosial yang
berlaku di masyarakat.

. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pembagian waris istri kedua menurut hukum perdata?

2. Apakah istri kedua berhak menerima warisan dari suaminya tersebut

berdasarkan hukum perdata?



C. Ruang Lingkup

Pada pembahasan ini terfokus pada :

1. Analisis ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) mengenai hak waris, khususnya mengenai
kedudukan istri kedua sebagai ahli waris.

2. Pembahasan mengenai ketentuan terkait wasiat yang dapat memberikan hak
waris kepada istri kedua serta bagaimana hukum ini diterapkan dalam
praktik.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hak waris istri kedua dalam
kerangka hukum perdata, dengan tujuan memahami posisi dan perlindungan
yang diberikan kepada istri kedua sebagai ahli waris.

2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat penting dalam meningkatkan pemahaman
tentang hak waris istri kedua di Indonesia, baik dari perspektif hukum
perdata. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi,
praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang
lebih adil. Selain itu, penelitian ini berpotensi meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai hak-hak istri kedua yang pada gilirannya dapat

mengurangi ketidakadilan dan konflik dalam pembagian warisan.



E. Kerangka Konseptual
Kerangka Konseptual penelitian ini disusun untuk mematakan
hubungan antara berbagai elemen yang berpengaruh terhadap hak waris istri
kedua dalam konteks hukum perdata. Berikut adalah elemen-elemen utama
dalam kerangka konseptual ini:
1. Tinjauan Yuridis
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah
mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan,
pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut
Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti
menurut hukum atau dari segi hukum.Dapat disimpulkan tinjauan yuridis
berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu
pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan.’
2. Hak Waris
Kata waris dibagi menjadi dua yaitu mawaris dan fara’idh.Kata mawaris
berasal dari bahasa Arab yaitu mirats, sedangkan bentuk jamaknya adalah
mawaris yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal dan hendak

dibagi kepada ahli warisnya®

> Ralph Adolph, (2016) pengertian tinjauan yuridis pp him 23.

® Habib Ismail, Agus Hermanto, and Ahmad Muslimin, ‘Analisis Hak Waris Istri Akibat
Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender’, At-Tahdzib (2020): Jurnal Studi Islam Dan
Mu’amalah, 8.1 pp. 121-43.



3. Istri kedua
Dalam hukum perdata Indonesia, istri kedua merujuk pada wanita yang
menikah dengan seorang pria yang sudah memiliki istri pertama, dengan izin
dari istri pertama atau melalui keputusan pengadilan. Menurut hukum
perdata, poligami (pernikahan dengan lebih dari satu istri) diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada prinsipnya, poligami hanya
diperbolehkan jika memenuhi syarat tertentu, seperti adanya izin dari istri
pertama atau persetujuan pengadilan. Peraturan ini bertujuan untuk
melindungi hak-hak istri pertama serta anak-anak yang lahir dari pernikahan
tersebut. Secara umum, istri kedua dalam konteks ini memiliki hak-hak yang
setara dengan istri pertama dalam hal perlindungan hukum, meskipun
pernikahan poligami memiliki tantangan tersendiri dalam hal keadilan dan
kesejahteraan bersama.

4. Hukum Perdata
Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djojodigoeno
sebagai terjemahan dari Burgerlijkrecht pada masa penjajahan Jepang.
Hukum Perdata juga dikenal dengan sebutan hukum sipil (civil recht) dan

hukum privat (privat recht).’

5. van Dunne , Salim HS., (2009), pengantar hukum perdata tertulis (BW), cetakan
kelima, sinar Grafika, Jakarta, Him., No Title.



Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga

negara yang satu dengan warganegara yang lain®

Hukum Perdata adalah sekumpulan norma yang membatasi dan memberikan

perlindungan terhadap kepentingan individu, dengan menyeimbangkan

kepentingan satu pihak dengan pihak lainnya dalam suatu masyarakat

tertentu. Dalam konteks ini, "hukum" merujuk pada keseluruhan peraturan

yang ada, sementara "hak" adalah wewenang yang muncul sebagai akibat

dari peraturan-peraturan tersebut.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No. | Nama penulis

Judul dan instansi

Fokus penelitian

1. | Dr.Andi
Setiawan

Hak Waris Istri Kedua
dalam Hukum Perdata
Indonesia.

Universitas Indonesia
(2018).

Fokus penelitian ini adalah
untuk mengkaji dan
menganalisis ketentuan hukum
yang mengatur hak waris istri
kedua dalam hukum perdata
Indonesia.  Penelitian  ini
bertujuan untuk memahami
bagaimana hukum
memberikan perlindungan
kepada istri kedua dan menilai
apakah pengaturan yang ada
sudah  memenuhi  prinsip
keadilan. Selain itu, penelitian
ini akan menyelidiki
perbandingan antara hak waris
istri kedua dan istri pertama,
serta menganalisis pengaruh
keputusan pengadilan dalam
kasus-kasus yang melibatkan
istri kedua. Dengan
mempertimbangkan aspek

8 Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan: Hukum Perdata: Hukum Belanda, Yongyakarta:

Liberty, 1981.




sosial dan
mempengaruhi
hukum.

budaya yang
penerapan

Ahmad
Syahputra,
SH

Perbandingan Hak Waris
Istri Kedua dalam Hukum
Perdata dan |Hukum
Islam.

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga (2021)

Fokus penelitian ini adalah
untuk  menganalisis dan
membandingkan  pengaturan
hak waris bagi istri kedua
dalam kedua sistem hukum
tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk
mengidentifikasi  perbedaan
mendasar  antara  hukum
perdata dan hukum Islam
dalam memberikan hak waris
kepada istri kedua, serta
mengkaji sejauh mana kedua
sistem  memenuhi  prinsip
keadilan. Selain itu, penelitian
ini juga akan menilai praktik
hukum di pengadilan terkait
dengan penerapan hak waris
istri  kedua, serta tantangan
yang dihadapi oleh para pihak.

Dr.
Maesaroh

Siti

Implikasi  Sosial Hak
Waris pada Istri Kedua
Universitas Negeri
Jakarta (2019).

Fokus penelitian ini adalah
untuk  mengkaji  dampak
pengaturan hak waris bagi istri
kedua terhadap aspek sosial
dalam masyarakat. Penelitian
ini bertujuan untuk
menganalisis dampak ekonomi
yang dialami istri kedua terkait
dengan hak waris, serta
meneliti efek psikologis yang
muncul akibat ketidakpastian
atau ketidakadilan dalam hak
waris tersebut. Selain itu,
penelitian ini  juga akan
menggali persepsi masyarakat
terhadap hak waris istri kedua
dan bagaimana pandangan
tersebut memengaruhi status
sosial mereka dalam
komunitas.
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G. Metode Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan dalam studi ini terdiri dari
beberapa tahapan yang dirancang untuk memberikan analisis mendalam
mengenai hak waris ibu tiri berdasarkan hukum perdata. Berikut adalah
penjelasan rinci mengenai metode yang akan digunakan:
1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yang bertujuan untuk

menggali pandangan, pemahaman, dan pengalaman masyarakat terkait hak

waris istri kedua. Data yang diperoleh akan membantu dalam memahami
konteks sosial dan hukum yang ada.
2. Jenis Pengumpulan Sumber Data

Data yang disajikan adalah data sekunder pada data sekunder terdiri dari 2

yaitu :

a. Berdasarkan Primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh
peneliti dari sumber pertama untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini
belum pernah diproses atau dianalisis sebelumnya.

b. Berdasarkan Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah
ada sebelumnya dan telah diproses atau dianalisis oleh pihak lain. Data
ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian
tertentu,

3. Teknik Pengumpulan Data Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan

data yang dapat digunakan untuk memperoleh data sekunder:
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a. Mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan
yang relevan dengan topik penelitian. Ini termasuk sumber-sumber
hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi.

b. Memanfaatkan perpustakaan digital yang menyediakan akses ke koleksi
buku, jurnal, dan dokumen hukum secara online.

4. Analisis Data

Analisis Kualitatif: Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan

dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan

yang muncul terkait hak waris istri kedua. Hasil analisis akan dibandingkan
dengan ketentuan hukum yang ada.
5. Sumber Data
Data Sekunder: diperoleh dari literatur hukum, dokumen resmi, dan sumber-
sumber lainnya yang relevan dengan penelitian melalui penelitian internet
dan penelitian terdahulu artikel jurnal yang berhubungan dengan judul.

.Sistematika Penulisan

Isi laporan ini disusun secara sistematis:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan penelitian, efektifitas dan sistem pelaporan yang berkaitan dengan

pengembangan sistem informasi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang konsep-konsep dasar yang menjadi pedoman dan acuan

untuk memecahkan masalah
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pembagian waris istri kedua menurut hukum perdata di Indonesia,
Apakah istri kedua berhak menerima warisan dari suaminya tersebut
berdasarkan hukum perdata.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini berisi hasil dan pemikiran penulis berdasarkan informasi pada bab

sebelumnya
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